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ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengembalian kerugian negara
dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada proses pelacakan aset, eksekusi
putusan hakim, serta hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya.
Meskipun sudah ada regulasi yang mendukung, tingkat pengembalian kerugian negara masih
sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan normatif-
empiris, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, implementasi hukum, dan praktik di
lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi hukum untuk menganalisis
regulasi yang berlaku, serta observasi terhadap penerapan hukum terkait pengembalian
kerugian negara. Hasil penelitian mengidentifikasi kelemahan dalam koordinasi antar lembaga,
keterbatasan sumber daya, dan masalah administratif, yang menjadi hambatan utama.
Penelitian ini mengusulkan perlunya reformasi untuk meningkatkan efektivitas pengembalian
kerugian negara melalui peningkatan koordinasi, transparansi, dan pengawasan

Keywords: Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

INTRODUCTION tidak hanya tindakan vyang dilakukan oleh
Tindak pidana korupsi di Indonesia pejabat publik, tetapi juga pihak swasta atau
diatur dalam UU No. 31 Tahun 1991 korporasi yang turut berperan dalam praktik
tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang merugikan negara.
Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Tindak pidana korupsi di Indonesia
UU No. 20 Tahun 2001 dan lebih lanjut terdiri dari berbagai jenis yang mencakup
dalam UU No. 1 Tahun 2023 (Kitab berbagai  perbuatan yang merugikan
Undang-Undang Hukum  Pidana atau keuangan negara. Jenis-jenis korupsi yang
KUHP Baru). Menurut hukum Indonesia, paling sering ditemukan antara lain adalah
korupsi adalah perbuatan yang merugikan suap, di mana seseorang memberikan atau
keuangan negara atau perekonomian negara menerima  uang atau barang  untuk
dengan cara yang tidak sah, melibatkan mempengaruhi  keputusan atau tindakan
pejabat publik, atau pihak yang memiliki pejabat publik (Bimantoro et al., 2024).
hubungan dengan pemerintah (Prasetyo & Pemerasan, yaitu memaksa seseorang untuk
Hoesein, 2025). Tindak pidana ini meliputi memberikan uang atau barang dengan
berbagai perbuatan seperti penyalahgunaan ancaman atau tekanan (Alweni, 2019).
jabatan, penggelapan, suap, serta tindakan Penyalahgunaan wewenang Yyang terjadi
lainnya vyang bertujuan memperkaya diri ketika pejabat publik menggunakan jabatan
sendiri atau orang lain dengan cara yang atau kekuasaannya untuk kepentingan
merugikan masyarakat dan negara (Sabigin, pribadi atau kelompok (Al Hafis & Yogia,
2021). Ruang lingkup korupsi meliputi 2017). Serta penggelapan yang terjadi
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ketika  seseorang secara tidak sah
mengalihkan atau menyalahgunakan aset
atau uang vyang dipercayakan kepadanya
untuk tujuan pribadi (Manafe et al., 2024).
Selain itu, ada pula jenis korupsi lainnya
seperti pemufakatan jahat, pencucian uang,
dan pengadaan barang/jasa yang tidak
sesuai dengan prosedur, yang semuanya
memiliki dampak necatif  terhadap
integritas pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat.

Korupsi menyebabkan penyusutan
sumber daya keuangan negara vyang
signifikan, karena sebagian besar dana yang
seharusnya digunakan untuk pembangunan
infrastruktur,  pelayanan  publik, dan
program-program  pemerintah  lainnya,
justru disalahgunakan oleh individu atau
kelompok vyang terlibat dalam praktik
korupsi (Arifin, 2024). Hal ini berdampak
langsung pada anggaran negara, yang
seharusnya digunakan untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, pendidikan,
kesehatan, serta pembangunan ekonomi.
Kerugian finansial yang ditimbulkan akibat
korupsi menyebabkan terganggunya
proyek-proyek strategis, memperlambat
kemajuan infrastruktur, serta mengurangi
kualitas pelayanan publik (Salmon, 2024).

Selain itu, anggaran vyang seharusnya
dialokasikan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat menjadi terbuang
percuma, sehingoa memperburuk

ketimpangan sosial dan ekonomi.

Korupsi yang merajalela di sektor
publik tidak hanya merugikan negara, tetapi
juga menurunkan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah (Ramdani
& Yuningsih, 2024). Ketika masyarakat
merasa bahwa pejabat publik atau lembaga
pemerintah lebih mengutamakan
kepentingan  pribadi  atau  kelompok
daripada  kesejahteraan ~ umum, rasa
ketidakpercayaan terhadap sistem hukum
dan pemerintahan  semakin  menguat
(Eileen, 2024). Hal ini juga memengaruhi
iklim investasi di Indonesia, di mana
investor cenderung engoan berinvestasi di
negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi
karena risiko hukum dan ketidakpastian
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vang ditimbulkan. Keberlanjutan investasi
yang terhambat dapat memperlambat
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
kesempatan kerja, yang pada qilirannya
memperburuk  kondisi  sosial-ekonomi
negara.

Pengembalian  kerugian  keuangan
negara merupakan elemen krusial dalam
sistem pemidanaan tindak pidana korupsi,
karena bertujuan untuk  memperbaiki
kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku
korupsi terhadap negara dan masyarakat
(Mudrika et al., 2023). Tujuan utamanya
adalah untuk memulihkan kembali aset
yang telah disalahgunakan dan memastikan
bahwa kerugian negara dapat diminimalisir
atau bahkan dikembalikan sepenuhnya
(Tim  Penyusun, 2012). Selain itu,
pengembalian  kerugian  negara  juga
berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi
masyarakat, karena uang yang seharusnya
digunakan untuk kepentingan umum dapat
kembali digunakan untuk memperbaiki
fasilitas publik dan mendukung
pembangunan negara. Dengan demikian,
pengembalian Kkerugian negara tidak hanya
memiliki dampak finansial tetapi juga
sebagai simbol tanggung jawab para pelaku
tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

Sistem pengembalian kerugian
negara saat ini membutuhkan perbaikan
yang mendesak karena kelemahan dalam
implementasinya  yang  mengakibatkan
rendahnya tingkat pengembalian  aset
negara yang hilang akibat korupsi.
Meskipun peraturan yang ada, seperti Pasal
4 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 20
Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
No. 15 Tahun 2020, telah memberikan
dasar hukum, namun penerapannya masih
terkendala oleh keterbatasan sumber daya,
proses birokrasi yang rumit, serta
kurangnya koordinasi antar lembaga. Untuk
itu, perlu adanya rekonstruksi sistem yang
memperhatikan efektivitas dan efisiensi
dalam pengembalian  kerugian negara
secara lebih optimal, sehingga dapat
meningkatkan hasil pemulihan aset negara
yang hilang.
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Pendekatan restorative justice
menawarkan solusi alternatif yang lebih
humanis dalam pemberantasan korupsi
dengan menekankan pada pemulihan
kerugian negara sebagai bagian dari
rehabilitasi pelaku, bukan hanya sekedar
menjatuhkan hukuman penjara (Tio, 2023).
Pendekatan ini berfokus pada upaya untuk
memperbaiki  kerusakan yang  telah
ditimbulkan kepada negara dan masyarakat
melalui  proses penyelesaian vang lebih
kolaboratif, ~yang melibatkan pelaku,
korban (negara), dan masyarakat. Melalui
pendekatan ini, diharapkan pelaku dapat

diberi kesempatan untuk memperbaiki
kesalahannya, sambil tetap
mempertanggungjawabkan tindakan

mereka dengan mengembalikan kerugian
yang ditimbulkan, vyang pada qilirannya
dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan.

Rekonstruksi  hukum dalam sistem
pemberantasan korupsi, khususnya terkait
dengan pengembalian kerugian negara,
sangat mendesak guna mencapai efektivitas
yang lebih besar dalam pemulihan
kekayaan negara. Hal ini mencakup
perubahan terhadap pasal-pasal dalam UU
No. 31 Tahun 1991 yang telah diperbarui
dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta
peraturan terkait lainnya, untuk
memberikan ruang bagi penerapan sistem
vang lebih fleksibel dan berbasis pada
pendekatan restorative justice. Perubahan
ini penting agar dapat menciptakan regulasi
yvang lebih responsif terhadap kebutuhan
untuk memulihkan kerugian negara secara
maksimal, sekaligus menciptakan sistem
vang lebih adil dan efisien dalam
penanganan kasus tindak pidana korupsi di
Indonesia.

Penelitian ini  akan menganalisis
efektivitas sistem pengembalian kerugian
keuangan negara dalam tindak pidana
korupsi di Indonesia, dengan fokus pada
sejaun mana mekanisme yang ada mampu
mengembalikan aset negara yang hilang

akibat korupsi. Selain itu, penelitian ini
juga ingin menggali pentingnya
rekonstruksi peraturan terkait
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pengembalian kerugian keuangan negara,
terutama dalam hal pengaturan yang lebih
optimal dan relevansi hukum yang ada agar
dapat memberikan solusi yang lebih efektif.
Melalui  kedua rumusan masalah ini,
penelitian  diharapkan dapat memberikan
pemahaman lebih mendalam mengenai
kendala yang dihadapi dalam pemulihan
kerugian negara dan urgensi perubahan
regulasi  untuk  menciptakan  sistem
pemidanaan yang lebih efisien dan adil
dalam tindak pidana korupsi.

1. RESEARCH METHODOLOGY
Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah non-doktrinal
dengan pendekatan normatif-empiris, yang
berfokus pada kajian terhadap peraturan
perundang-undangan, implementasi

hukum, dan praktik yang terjadi di
lapangan.  Teknik  pengumpulan  data
dilakukan  melalui  studi hukum untuk

menganalisis regulasi yang berlaku, serta
melakukan observasi terhadap penerapan
hukum yang terkait dengan pengembalian
kerugian keuangan negara dalam tindak
pidana korupsi. Dengan pendekatan ini,
penelitian  bertujuan untuk mengevaluasi
efektivitas ~ sistem yang ada serta
mengidentifikasi kelemahan dalam
implementasi peraturan yang ada untuk
merumuskan alternatif solusi yang lebih
optimal.

2. RESULT AND DISCUSSION

3.1 Efektivitas Pengembalian
Kerugian Negara dalam Sistem
Pemidanaan Tindak Pidana
Korupsi
Aset tracing merupakan proses

penting dalam upaya pengembalian

kerugian negara Yyang disebabkan oleh
tindak pidana korupsi. Kejaksaan berperan
dalam melacak dan mengidentifikasi aset-
aset yang diperoleh secara ilegal oleh
pelaku  korupsi, yang mungkin telah
disembunyikan atau dipindahkan ke luar
negeri (Lutii & Putri, 2020). Proses ini
melibatkan penggunaan Dberbagai teknik
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hukum dan  investigatif, termasuk
kerjasama dengan lembaga internasional
dan penggunaan alat hukum  seperti
pemblokiran  aset. Setelah  penetapan
putusan  hakim  yang  mengharuskan
pengembalian kerugian negara, Kejaksaan
bertanggung jawab untuk mengeksekusi
putusan tersebut, baik melalui penyitaan
atau pengalihan aset kepada negara. Peran
ini memastikan bahwa sanksi hukum yang
dijatunkan dapat dipertanggungjawabkan
dalam bentuk pemulihan keuangan negara.

Sistem  pengembalian kerugian
negara dalam tindak pidana korupsi di
Indonesia masih menghadapi berbagai
tantangan,  meskipun  sudah terdapat
mekanisme yang diatur dalam undang-
undang. Proses  pengembalian ini
melibatkan  berbagai  pihak, termasuk
Kejaksaan, = KPK, pengadilan, dan

terkadang kepolisian, untuk memastikan
kerugian negara dapat dipulinkan dengan

maksimal. ~ Namun, hambatan  seperti
kurangnya koordinasi antara lembaga,
keterbatasan sumber daya, dan

ketidakjelasan dalam pelaksanaan regulasi
seringkali memperlambat proses tersebut.
Selain itu, meskipun sudah ada langkah-
langkah hukum seperti aset tracing dan
eksekusi putusan hakim, sistem ini belum
sepenuhnya  efektif karena rendahnya
tingkat keberhasilan pengembalian yang
hanya mencapai sekitar 12,3%. Oleh karena
itu, evaluasi dan reformasi terhadap sistem
ini sangat diperlukan untuk
mengoptimalkan  pengembalian  kerugian

negara.
Data menunjukkan bahwa
pengembalian  kerugian negara akibat

tindak pidana korupsi di Indonesia selama
periode 2017-2022 masih sangat rendah,
dengan angka rata-rata hanya mencapai
12,3%. Meskipun berbagai upaya telah
dilakukan oleh Kejaksaan, KPK, dan
lembaga terkait lainnya, tingkat
pengembalian ini  mencerminkan bahwa
banyak aset yang hilang atau sulit dilacak,
atau proses eksekusi putusan yang tidak
berjalan sesuai harapan. Angka ini menjadi
perhatian utama  dalam  efektivitas
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pemberantasan korupsi, yang
mengharuskan adanya evaluasi mendalam
terhadap sistem yang ada serta langkah-

langkah yang diambil dalam upaya
memulihkan keuangan negara.
Rendahnya tingkat pengembalian

kerugian negara disebabkan oleh beberapa
faktor yang saling terkait. Secara hukum,
meskipun ada dasar hukum yang Kuat,
penerapan regulasi sering kali terhambat
oleh prosedur yang rumit dan kurangnya
koordinasi antar lembaga yang terlibat. Di
sisi  administratif, kesultan  dalam
pencatatan dan pelacakan aset, baik yang
berada di dalam negeri maupun luar negeri,
turut memperburuk kondisi ini. Selain itu,
faktor praktis seperti penghindaran dan
peralihan aset oleh pelaku korupsi serta
kurangnya sumber daya untuk melakukan
investigasi  menyeluruh  menyebabkan
banyak aset sulit dijangkau atau disita. Oleh
karena itu, evaluasi mendalam terhadap
faktor-faktor ini penting untuk menemukan
solusi yang dapat meningkatkan efektivitas
pengembalian kerugian negara.

Kejaksaan dan lembaga terkait
lainnya menghadapi berbagai hambatan
dalam  mengoptimalkan  pengembalian
kerugian negara akibat tindak pidana
korupsi (La Ode & Yulestari, 2024). Salah
satu hambatan utama adalah keterbatasan
dalam pelacakan dan penyitaan aset yang
telah dipindahkan atau disembunyikan oleh
pelaku. Selain itu, koordinasi antar lembaga
sering kali terhambat oleh perbedaan
pendekatan, prosedur, dan prioritas masing-
masing  institusi.  Hambatan  lainnya
termasuk  kurangnya transparansi  dan
akuntabilitas dalam pengelolaan proses
eksekusi putusan hakim, serta tantangan
dalam memastikan bahwa aset yang disita

benar-benar  dapat digunakan  untuk
memulihkan kerugian negara.
Hambatan  dalam  penyelamatan

kekayaan negara juga sering kali bersumber
dari masalah hukum yang ada. Misalnya,
ketidaksesuaian peraturan antara lembaga
atau  perbedaan interpretasi  dalam
penerapan hukum dapat memperlambat
atau menghalangi upaya pengembalian
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aset. Di tingkat  birokrasi,  proses
administratif ~ yang  lambat, seperti
pengajuan surat perintah penyitaan atau
pengakuan aset, memperpanjang waktu
yang dibutuhkan untuk mengembalikan
kerugian negara. Selain itu, Kkurangnya
fasilitas dan sumber daya, seperti teknologi
untuk pelacakan aset yang lebin efektif dan
kurangnya pelatihan atau kapasitas petugas
dalam pengelolaan proses pemulihan,
menjadi tantangan tersendiri dalam upaya
menyelamatkan kekayaan negara secara
maksimal.

Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia No. 15
Tahun 2020 memberikan kesempatan untuk
penghentian  penuntutan  tindak pidana
korupsi  melalui  pendekatan keadilan
restoratif, yang mensyaratkan
pengembalian kerugian negara sebagai
salah satu prasyarat (Felisiano & Paripurna,

2023). Analisis  terhadap pasal ini
menunjukkan  bahwa pendekatan ini
memberikan fleksibilitas untuk
penyelesaian korupsi  yang lebih
mengedepankan pemulihan kerugian
negara, namun juga menimbulkan potensi
penyalahgunaan jika pengembalian

kerugian negara tidak dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel. Oleh karena itu,

penting  untuk  memastikan  adanya
mekanisme  pengawasan  yang  ketat
terhadap penerapan pasal ini agar dapat
menciptakan efek  jera  sekaligus
mengoptimalkan ~ pemulihan  kerugian
negara.

Pasal 603 dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang
berbunyi Setiap Orang yang secara
melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
Korporasi yang menrgikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit kategori Il dan
paling banyak kategori VI. Hal ini
mengatur tentang mekanisme
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pengembalian  Kkerugian  negara  yang
diakibatkan oleh tindak pidana korupsi
(Pinem et al, 2023). Evaluasi terhadap
ketentuan  ini  menunjukkan bahwa
meskipun pasal ini memberikan dasar
hukum bagi pengembalian kerugian negara,
implementasinya masin terkendala oleh
berbagai hambatan teknis dan struktural.
Ketidakseimbangan antara pidana dan
pengembalian  kerugian  negara  juga
menjadi masalah yang perlu diperhatikan,
karena tanpa ada kejelasan mengenai
seberapa besar prioritas pengembalian
kerugian negara, banyak kasus korupsi
yang tidak berhasil mengembalikan seluruh
kerugian negara, yang pada gilrannya
mengurangi  efektivitas  pemberantasan
korupsi.

Pengembalian kerugian negara dalam
tindak pidana korupsi dapat sejalan dengan
prinsip-prinsip  restorative  justice, yang
mengedepankan pemulihan Kkerugian dan
rehabilitasi pelaku (Delfiandi et al., 2024).
Harmonisasi  antara  keduanya  dapat
menciptakan sistem yang lebih humanis
dan efektif dalam pemberantasan korupsi,
terutama dalam mengurangi
ketergantungan pada hukuman penjara
yang sering kali tidak memberikan dampak
signifikan  dalam pemulihan  kerugian
negara. Pengaturan yang jelas mengenai
pengembalian kerugian sebagai bagian dari
restorative  justice dapat meningkatkan
partisipasi pelaku untuk mengembalikan
kerugian negara dengan sukarela, yang
pada gilirannya dapat mempercepat
pemulihan dan meminimalisir  dampak
sosial negatif dari proses hukum. Namun,
untuk mencapainya, dibutuhkan regulasi
yang mendukung koordinasi antar lembaga
dan pengawasan yang ketat untuk
menghindari penyalahgunaan sistem.

3.2 Rekonstruksi Peraturan Terkait
Pengembalian Kerugian Keuangan
Negara dalam Tindak Pidana

Korupsi

Pasal 4 dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b
UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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memberikan  dasar hukum  mengenai
pengembalian  kerugian negara, namun
terdapat beberapa kelemahan  dalam

implementasinya. Pasal 4 mengatur tentang
kewajiban pelaku korupsi untuk
mengembalikan kerugian negara, namun
tidak memberikan penekanan yang cukup
mengenai mekanisme pelaksanaan yang
jelas dan pengawasan yang efektif.
Sementara itu, Pasal 18 Ayat (1) Huruf b
menekankan pengembalian kerugian
sebagai bagian dari pertimbangan dalam
pemberian keringanan hukuman, namun
tidak menjelaskan secara terperinci tentang

seberapa besar peran  pengembalian
kerugian dalam proses hukum.
Ketidaksesuaian ini menyebabkan

kurangnya kepastian hukum dan efektivitas
dalam pemulihan aset negara, serta
membatasi  ruang  bagi  pelaksanaan
pengembalian kerugian yang lebih optimal.

Untuk mengoptimalkan
pengembalian kerugian negara, perlu ada
perubahan pada Pasal 4 dan Pasal 18 Ayat
(1) Huruf b UU No. 20 Tahun 2001, dengan
menambah ketentuan yang lebih spesifik
mengenai  prosedur dan  mekanisme
pengembalian  kerugian ~ yang  dapat
diterapkan pada lebih banyak kasus. Salah
satu usulan adalah  memperkenalkan
kewajiban yang lebih tegas bagi pelaku

korupsi  untuk segera mengembalikan
kerugian negara dalam jangka waktu
tertentu, serta memperkuat peran lembaga
terkait, seperti  Kejaksaan,  dalam
melakukan  pemantauan  dan eksekusi
pengembalian. Selain itu, perlu
dipertimbangkan untuk menjadikan
pengembalian kerugian negara sebagai
faktor yang lebih signifikan  dalam

pemberian keputusan hukum, bukan hanya
sebagai pertimbangan dalam pemberian
keringanan hukuman, guna memberikan
efek jera yang lebin besar bagi pelaku
korupsi dan lebih mempercepat pemulihan
aset negara.

Rekonstruksi terhadap Pasal 18 Ayat
(1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001,
yang mengatur pembayaran uang pengganti
dalam tindak pidana korupsi, menjadi
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sangat  penting
pengembalian
Penambahan

untuk  memperkuat
kerugian negara.
"sejumlah  kerugian
keuangan negara yang diakibatkan"
bertujuan  untuk  menegaskan  bahwa
pembayaran uang pengganti dalam tindak
pidana korupsi harus mencakup seluruh
kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan
korupsi tersebut. Dengan demikian, pasal
ini dapat berfungsi sebagai alat yang lebih
efektif untuk memastikan bahwa kerugian
negara benar-benar dikembalikan, bukan
hanya melalui pemidanaan penjara atau
denda vyang seringkali tidak cukup
memberikan dampak finansial. Perubahan
ini  diharapkan dapat mengoptimalkan
penerapan sanksi pidana dalam
pemberantasan korupsi dan mempercepat
proses pemulihan kerugian negara (Devi &
Rotanza, 2023).

Peraturan Kejaksaan  Republik
Indonesia  No. 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian ~ Penuntutan ~ Berdasarkan
Keadilan Restoratif memberikan dasar
hukum untuk penghentian  penuntutan
terhadap pelaku tindak pidana, termasuk
korupsi, dengan syarat pelaku
mengembalikan  kerugian negara atau
melakukan tindakan restoratif lainnya.
Meskipun konsep keadilan restoratif ini
memberikan ruang bagi pelaku untuk
memperbaiki kesalahan mereka dengan
mengembalikan kerugian negara, terdapat
kekhawatiran bahwa penerapannya
mungkin tidak seimbang. Penghentian
penuntutan  berdasar keadilan restoratif
mungkin tidak cukup memberikan efek jera
kepada pelaku, terutama dalam kasus-kasus
yang merugikan negara dalam jumlah
besar. Selain itu, peraturan ini juga
berpotensi digunakan untuk mempercepat
penyelesaian tanpa memperhatikan prinsip
keadilan bagi masyarakat dan korban.

Untuk mendukung pengembalian
kerugian negara dalam tindak pidana
korupsi, pasal ini perlu direvisi dengan
menambahkan ketentuan yang lebih tegas
tentang prosedur, waktu, dan pengawasan
yang lebih ketat terhadap pengembalian
kerugian negara. Salah satu perubahan yang
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dapat diusulkkan adalah  menetapkan
persyaratan yang lebih jelas mengenai
kewajiban pelaku untuk mengembalikan
seluruh kerugian negara  sebelum
mendapatkan ~ kesempatan  penghentian
penuntutan. Selain itu, perlu ada peran yang
lebih aktif dari lembaga terkait, seperti
Kejaksaan dan KPK, untuk memastikan
bahwa pengembalian dilakukan secara
nyata dan tidak hanya berdasarkan pada
kesepakatan informal. Revisi ini juga harus

memperhatikan ~ pentingnya  penegakan
hukum vyang seimbang, dengan tetap
mempertimbangkan keadilan bagi

masyarakat dan mencegah pelaku korupsi
memanfaatkan ~ kebijakan  ini  untuk
menghindari ~ hukuman  pidana  yang
seharusnya mereka terima.

Restorative justice adalah pendekatan
hukum vyang lebih menekankan pada
pemulihan hubungan antara pelaku, korban,
dan masyarakat melalui proses perbaikan
dan tanggung jawab. Penerapan restorative
justice dapat dilakukan dengan memberi
kesempatan  kepada  pelaku  untuk
mengembalikan kerugian negara melalui
pembayaran atau restitusi, sebagai alternatif
untuk hukuman penjara. Pendekatan ini
dapat digunakan jika pelaku menunjukkan
itikad baik dalam memperbaiki kerugian
yang ditimbulkan akibat tindakannya.
Penerapan restorative justice dalam kasus
korupsi juga dapat melibatkan berbagai
pihak, seperti Kejaksaan, KPK, serta
masyarakat, untuk memastikan bahwa
pelaku bertanggung jawab atas kerugian
negara dan dapat berkontribusi dalam
proses pemulihan.

Manfaat penerapan restorative justice
dalam kasus korupsi adalah memberikan
ruang bagi pelaku untuk memperbaiki
kesalahan mereka melalui pengembalian
kerugian negara, yang dapat mempercepat
proses pemulihan keuangan negara dan
mengurangi beban penahanan bagi sistem
peradilan  (Aprianti, 2024). Selain itu,
pendekatan ini dapat mempromosikan
rekonsiliasi sosial dan mengurangi stigma
terhadap pelaku korupsi, yang berpotensi
mendukung rehabilitasi mereka. Namun,
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tantangan utama dari penerapan restorative
justice  adalah  memastikan bahwa
pengembalian Kkerugian negara dilakukan
dengan  sungguh-sungguh  dan tidak
disalahgunakan  oleh  pelaku  untuk
menghindari hukuman pidana. Selain itu,
ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat
menciptakan ketidaksetaraan dalam
pemberian  hukuman, di mana pelaku
dengan sumber daya lebih besar dapat
dengan mudah menghindari  hukuman
penjara, sementara korban (negara dan
masyarakat) tidak mendapatkan keadilan
yang sepenuhnya.

Kejaksaan memiliki peran sentral
dalam pengembalian kerugian negara yang
timbul akibat tindak pidana korupsi. Salah
satu tugas utama Kejaksaan adalah
melakukan tracing aset untuk melacak
keberadaan aset-aset yang diperoleh secara
tidak sah oleh pelaku korupsi, guna
dikembalikan kepada negara. Proses ini
melibatkan penyelidikan dan koordinasi
dengan lembaga-lembaga lain seperti KPK,
BPN, dan kepolisian untuk
mengidentifikasi serta menyita aset yang
terkait dengan tindak pidana. Setelah
identifikasi dan penyitaan aset dilakukan,
Kejaksaan bertanggung jawab  untuk
mengeksekusi  putusan pengadilan yang
memerintahkan  pengembalian  kerugian
negara, baik melalui pemulihan aset fisik
maupun pembayaran ganti rugi.

Pengawasan dan evaluasi oleh
Kejaksaan dalam proses pengembalian
kerugian negara sangat penting untuk
memastikan bahwa langkah-langkah yang
diambil efektif dan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Kejaksaan memiliki
kewajiban untuk mengawasi jalannya
proses eksekusi dan memwerifikasi bahwa
semua aset yang disita  benar-benar
dikembalikan  kepada negara, serta
memastikan bahwa tidak ada kebocoran
atau manipulasi dalam proses tersebuit.
Evaluasi terhadap keberhasilan
pengembalian kerugian juga diperlukan
untuk mengidentifikasi hambatan-
hambatan yang mungkin timbul, seperti
kesulitan dalam melacak aset atau masalah
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administratif, agar sistem dapat diperbaiki
dan dioptimalkan untuk memberikan hasil
yang lebih  maksimal dalam waktu
mendatang.

Salah satu usulan perubahan dalam
pengaturan tindak pidana korupsi Pasal 5
ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa
tindak pidana hanya diancam dengan
pidana denda atau diancam dengan pidana
penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun,
kecuali terhadap tindak pidana yang
menimbulkan kerugikan keuangan negara.
Dengan  penambahan  klausul  yang
menyatakan ~ "kecuali  terhadap tindak
pidana yang menimbulkan  kerugian
keuangan negara™ Hal ini bertujuan untuk
memperkuat mekanisme  pengembalian
kerugian negara dalam kasus korupsi, yang
selama ini belum sepenuhnya optimal.
Dengan adanya klausul ini, tindak pidana
yang merugikan keuangan negara akan
diberi prioritas  khusus dalam proses
pengembalian, meskipun para pelaku
korupsi mungkin hanya dikenakan sanksi
administratif atau denda. Penambahan
Klausul ini diharapkan dapat mendorong
pelaku korupsi untuk lebih bertanggung
jawab atas kerugian yang mereka
timbulkan, sekaligus memberikan jaminan
bahwa negara akan memperoleh kembali
kerugian finansial yang telah diderita.

Perubahan tersebut dapat
meningkatkan efektivitas pemberantasan
korupsi di Indonesia dengan memberikan
tekanan lebih besar kepada pelaku tindak
pidana korupsi untuk mengembalikan
kerugian negara. Dengan penambahan
klausul yang menyebutkan pengecualian
terhadap tindak pidana yang merugikan
keuangan  negara, diharapkan  akan
memperjelas proses hukum dan
mempercepat pemulihan aset negara yang
hilang akibat korupsi. Hal ini juga akan
berdampak  positif  terhadap  sistem
pemidanaan, karena akan memfokuskan
hukuman pada pemulihan Kkerugian negara,
bukan hanya pada penjatuhan pidana
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penjara yang sering kali tidak memberikan
dampak yang cukup terhadap pemulihan
ekonomi  negara. Dengan  demikian,
perubahan ini dapat menciptakan sistem
yang lebih adil, transparan, dan berorientasi
pada pengembalian aset yang lebih efektif.

3. CONCLUSION

Pengembalian kerugian negara dalam
tindak pidana korupsi di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan, termasuk
hambatan dalam pelacakan aset, koordinasi
antar lembaga, dan kesulitan administratif.
Meskipun ada dasar hukum  yang
mendukung, implementasi  mekanisme
pengembalian kerugian negara terkendala
oleh prosedur yang rumit, rendahnya
tingkat keberhasilan pengembalian, serta
kurangnya sumber daya dan transparansi
dalam proses eksekusi. Oleh karena itu,
evaluasi dan reformasi sistem ini sangat

diperlukan, termasuk peningkatan
koordinasi  antar lembaga, penguatan
regulasi yang mendukung proses
pemulinan, serta penerapan pendekatan

keadilan restoratif yang dapat mempercepat
pengembalian  kerugian negara dengan
tetap menjaga akuntabilitas dan
transparansi.

Untuk  meningkatkan  efektivitas
pemberantasan tindak pidana korupsi dan
pengembalian Kkerugian negara, diperlukan
perubahan yang signifikan dalam peraturan
yang ada, termasuk pada Pasal 4 dan Pasal
18 Ayat (1) Huruf b UU No. 20 Tahun
2001, serta Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia No. 15 Tahun 2020. Penambahan
Klausul yang menegaskan  kewajiban
pengembalian  kerugian  negara  dan
memperjelas prosedur eksekusinya, serta
penerapan keadilan restoratif dengan syarat
lebih ketat, dapat memberikan dampak
positif dalam mempercepat pemulihan aset
negara. Selain itu, pengawasan yang lebih
ketat dari lembaga terkait seperti Kejaksaan
dan KPK akan memastikan pelaksanaan
pengembalian dilakukan secara transparan

dan akuntabel. Perubahan-perubahan ini
dinarapkan dapat menciptakan  sistem
hukum vyang lebih adil, efektif, dan
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berorientasi pada pemulihan  ekonomi
negara, serta memberikan efek jera yang
lebih besar bagi pelaku korupsi.
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